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Abstrak
 

Penelitian ini membahas mengenai Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pihak yang

melakukan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama kajian terhadap tanggung jawab dalam jabatannya. Ada

2 rumusan masalah dalam penilitian ini yaitu Notaris/PPAT sebagai pihak dalam perjanjian kerjasama yang

berkaitan atau tidak dengan lingkup kewenangannya dan pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan

Tinggi Yogyakarta Nomor 75/PDT/2018/PT. YYK atas tindakan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama

yang dilakukan oleh Notaris/PPAT. Untuk menjawabnya digunakan metode penelitian yuridis normatif

dengan pendekatan analisis. Hasil analisa adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Tuan MK

(Notaris/PPAT) dengan kliennya terdapat polemik yang dari para ahli profesi dan para praktisi. Ada yang

memperbolehkan dan ada juga yang beranggapan bahwa hal tersebut melanggar Undang-Undang. Mengenai

pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan dan wanprestasi yang dilakukan oleh Tuan MK

(Notaris/PPAT) tanggung jawabnya dapat dibidang administrasi yaitu sebagai Notaris sekaligus PPAT dan

tanggung jawab dibidang perdata yang dimana dalam kasus ini Tuan Mk (Notaris/PPAT) harus membayar

biaya ganti rugi kepada pihak YAKKAP I dan

membayar biaya perkara pengadilan. Sehingga dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor

75/PDT/2018/PT. YYK sudah benar. Perjanjian kerjasama tersebut tidak sepatutnya dilakukan karena

Notaris/PPAT hanya berwenang membuat akta. Adanya pembatasan ini maka perjanjian kerjasama tersebut

dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian.

<hr>

This thesis discusses Notary / PPAT as a people who breach of contract in a Cooperation Agreement Letter

a Study in Responsibilities in The Position. This thesis discusses 2 problems include Notary/PPAT as a

party in a cooperation agreement letter related or not within the scope of its authority and analysis of high

court decision in yogya number 75/PDT/2018/PT. YYK. This research is classified as normative juridical

research with analytical approach. The result of the the analysis is cooperation agreement letter made by Mr.

MK (Notary/PPAT) with his client there is a polemic from

professional experts and practitioners. There are those who allow it and other think that it violates the law.

Regarding the implementation of the cooperation agreement letter and breach of contract by Mr. MK

(Notary/PPAT), his responsibilities can be in the field of administration, namely as a Notary and PPAT, also

responsibilities in the civil field, where in this case Mr. MK (Notary/PPAT) must pay compensation to

YAKKAP I and pay the court fee. In this case, the Yogyakarta High Court Decision Number

75/PDT/2018/PT. YYK is correct. The cooperation agreement letter should not be carried out because the
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Notary/PPAT is onlu authorized to make a deed. Because of this limitation and the terms of the agreement is

not fulfilled, cooperation agreement letter can be canceled.


